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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) disusun untuk kelanjutan dari Milineum 

Development Goals (MDGs) yang masih belum tergapai tujuannya hingga pada akhir 

tahun 2015. SDGs merupakan sebuah rencana aksi yang ditujukan kepada umat manusia 

,planet kemudian juga untuk kemakmuran. Ini juga bertujuan dalam memperkuat 

perdamaian secara universal dalam hal kebebasan yang luas kemudian dari itu untuk 

mengentaskan kemiskinan yang parah merupakan sebuah rintangan global yang paling 

besar dan juga merupakan prasyarat yang tidak dapat dilakukan untuk pembangunan 

berkelanjutan(Bappenas 2015). 

 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah arah pembangunan 

global pada masa yang menawarkan wacana baru tentang pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan alam bagi  generasi mendatang. Pembangunan 

berkelanjutan merupakan usaha dari manusia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup 

dengan terus berupaya untuk tidak melampaui ekosistem penyangga kehidupan. Saat ini, 

isu Pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu penting yang harus 

disosialisasikan kepada Masyarakat (Rahadian, 2016). Pembangunan berkelanjutan 

melibatkan banyak bidang, termasuk salah satunya bidang pendidikan. Pendidikan 

merupakan komponen penting dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, 

khususnya pembangunan yang berkaitan dengan manusia (society). Pembangunan 

manusia merupakan bagian penting dari investasi yang dibutuhkan suatu negara 

untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Simanjuntak et al., 2017). Pendidikan 

merupakan investasi yang dipersiapkan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, 

yang nantinya akan mengejar peningkatan ekonomi baik itu secara individu untuk 

keluarganya maupun secara kolektif untuk masyarakatnya (termasuk juga untuk 

kepentingan orang lain atau kepentingan pembangunan nasional), sehingga 

pendidikan dijadikan pondasi  untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan 

industri dan juga perbaikan ekonomi (Lemos & Agrawal, 2006). 
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Pendidikan sendiri akan menjadi dasar dari upaya pemerintah untuk memajukan 

Tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan 2030, seperti yang diarahkan oleh Forum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. dengan Meningkatkan   pendidikan   masyarakat 

Indonesia nantinya akan mempercepat kemajuan menuju tujuan dan sasaran SDG lainnya, 

terlebih dalam memerangi kemiskinan. Pendidikan merupakan bagian dari amanat UUD 

1945 di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya memberikan pendidikan gratis 

kepada seluruh rakyat Indonesia  (Gunawan et al., 2020). 

Kemajuan sebuah negara terdapat dalam kualitas sumber daya manusia dan 

pendidikan yang nantiinya berperan penting dalam membangun sumber daya yang 

berkualitas, dan juga modal untuk melahirkan masa depan yang berkelanjutan diperlukan 

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif dan berdaya saing, serta mampu 

bersaing di pentas dunia. Program SDGS, dengan tujuan membangun pendidikan yang 

berkualitas, telah mengembangkan 10 tujuan yang dirancang, salah satunya yaitu untuk 

menetapkan bahwa semua anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

diinginkan dengan upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, sebagian 

besar program ini juga akan menambah penyediaan kualitas guru pendidikan, guna 

mencapai tujuan pembangunan pendidikan (Thamrin, 2020), program SDGS ini sangat 

luar biasa, dan sangat diharapkan pemerintah dan juga masyarakat dapat bersinergi untuk 

memanifestasikan SDGS 2030 khususnya pada bidang pendidikan. 

Collaborative governance secara luas diartikan sebagai proses dan juga struktur 

dalam pengambilan Keputusan dan manajemen kebijakan public yang melibatkan orang 

– orang secara konstruktif melewati batas – batas dari Lembaga publik, pemerintah atau 

ruang public, swasta dan sipil untuk melksanakan tujuan public yang tidak dapat dicapai 

dengan cara lain. (Emerson et al., 2012). Menurut administrasi publik, pemerintahan 

kolaboratif adalah model tata kelola strategis yang di mana berbagai pihak dapat bekerja 

sama dengan pejabat pemerintah dalam forum pengambilan keputusan untuk 

memecahkan masalah yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Paradigma 

New Public Service (NPS) menggambarkan governance sebagai tingkat penggunaan 

otoritas dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah masyarakat dengan 
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mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partisipasi publik dalam 

mencapai kesepakatan bersama. 

Collaborative governance timbul sebagai jawaban atas tidak sempurnanya cara 

pembuatan dan juga implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan manajerial (Ansell 

& Gash, 2008). Ini mengartikan bahwa kolaborasi terjadi dikarenakan adanya inisiatif dari 

berbagai pihak yang mendorong adanya kolaborasi dan juga koordinasi unutk menjawab 

masalah yang dihadapi publik saat ini. Collaborative governance merupakan strategi 

unutk mengatasi banyaknya tantangan public dan Masyarakat yang sulit diatasi oleh 

karena itu ini dianggap penting dan perlu (Agranoff & McGuire, 2003). Studi kolaborasi 

antara pemangku kepentingan mengartikan bahwa pemerintah bekerjasama dengan 

berbagai Lembaga dan juga warga negara unutk mengembanglan kebijakan yang lebih 

efektif bagi semua kalangan. 

Indonesia menempati urutan ke 12 dari 12 negara di Asia dalam kualitas 

pendidikan menurut survei dari Political and Economic Risk Consultant (PERC) yang 

mana posisi Indonesia sendiri berada di bawah dari Vietnam. Data yang dibagikan oleh 

The World Economic Forum Swedia (2000), warga negara Indonesia memiliki daya saing 

yang kecil, hanya menempati peringkat 37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Namun, 

menurut survei oleh organisasi yang sama, Indonesia hanya dianggap sebagai pendatang 

baru daripada pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Memulai abad ke- 21 dunia 

pendidikan di Indonesia menjadi ricuh. Kericuhan ini bukan karena tingginya mutu 

pendidikan nasional tetapi karena persepsi bahaya keterbelakangan pendidikan di 

Indonesia. hal ini menyebabkan sesuatu yang mendasar (Agustang & Asrifan, n.d.). Salah 

satunya setelah memasuki abad 21, gelombang globalisasi sangat terasa dan meluas. 

Kemajuan teknologi dan juga perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa Indonesia tidak 

lagi sendirian. Indonesia telah berada di tengah dunia baru, dunia terbuka di mana orang 

bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. 

Kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak tinggi itu kemudian ditampakkan 

pada data Balitbang (2003) yakni dari 146.052 SD di Indonesia dalam realitanya hanya 

delapan sekolah saja yang memperoleh pengakuan dari dunia dalam kategori The Primary 

Years Program (PYP). Kemudian dari 20.918 SMP di Indonesia dalam realitanya juga 
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hanya delapan sekolah yang memperoleh validasi dari dunia dalam kategori The Middle 

Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA pada kenyataannya hanya terdapat tujuh 

sekolah saja yang mendapat validasi dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). 

kecilnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan antara lain oleh masalah efisiensi, 

efektifitas dan standarisasi pengajaran. Ini masih soal pendidikan di Indonesia pada 

umumnya.     Masalah     khusus pada dunia     pendidikan diantara     lain yaitu 

kurangnya pemerataan pendidikan, kuragnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, 

dan juga mahalnya biaya pendidikan. (Agustang & Asrifan, n.d.). 

Table 1 Jumlah anak putus sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan Tahun ajaran 

2020/2021 

 

NO 

TAHUN 

 

AJARAN 

 

SD 

 

SMP 

 

JUMLAH 

 
 

1 

 
 

2016/2017 

 
 

1.948 

 
 

1.274 

 
 

3.222 

 
 

2 

 
 

2017/2018 

 
 

2.134 

 
 

1.855 

 
 

3.989 

 
 

3 

 
 

2018/2019 

 
 

3.053 

 
 

3.021 

 
 

6.074 

 
 

4 

 
 

2019/2020 

 
 

2.699 

 
 

1.133 

 
 

3.832 

 
 

5 

 
 

2020/2021 

 
 

1.541 

 
 

369 

 
 

1.910 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera 

Selatan, 2021 
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Berdasarkan Statistik data Kemdikbud Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 

Ajaran 2020/2021 memasuki 10 besar Provinsi dengan tingkat Anak Putus sekolah 

terbanyak dengan jumlah 2.562 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 1.910 anak 

merupakan anak tidak aktif sekolah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama. Kemudian pada Tahun ajaran 2018/2019 Provinisi Sumatera Selatan memiliki 

jumlah anak putus sekolah yang sangat besar. Untuk Kota Palembang Sendiri pada Tahun 

ajaran tersebut memiliki total anak putus sekolah sebanyak 1.278 kasus atau mencapai 

17% dari jumlah kasus anak putus sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan(BDSP- 

K). 

 

 
Table 2 Jumlah anak putus sekolah Kota Palembang dari Tahun 2018 – 2022 

 

NO TAHUN SD SMP JUMLAH 

1. 2018 249 287 536 

2. 2019 204 84 288 

3. 2020 447 98 545 

4. 2021 307 24 331 

5. 2022 179 45 224 
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud 

 

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah yang diterbitkan oleh kementrian 

pendidikan dan kebudayaan Kota Palembang pada tahun 2018 memiliki 536 anak yang 

putus sekolah, kemudian berkurang pada tahun 2019 menjadi 288 anak yang putus sekolah 

dimana pada tahun 2019 Dinas Pendidikan Kota Palembang memulai program Sekolah 

filial bagi anak jalanan dan putus sekolah. Kemudian pada tahun 2020 angka anak putus 

sekolah kota Palembang kembali melonjak sebanyak 545 anak yang di akibatkan oleh 

pandemi covid-19 dan kembali menurun pada tahun 2021 dan juga 2022. Dinas 

pendidikan kota Palembang sendiri memiliki target untuk mewujudkan zero anak putus 

sekolah di kota Palembang. 

Mengingat salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pendidikan, yang memiliki 

kedudukan yang sama dengan kebutuhan manusia terhadap pangan dan sandang. Saat ini 

ternyata   sebagian   masyarakat   masih    belum    dapat    menyelesaikan    studinya 

pada jenjang, jenis dan struktur lembaga pendidikan yang berbeda karena berbagai alasan. 
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Mereka akhirnya harus putus sekolah, antara lain karena faktor finansial dan keuangan. 

Saat ini pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka pemerintah daerah, 

sedang mengupayakan dimulainya pendidikan umum gratis untuk mengantisipasi 

tingginya angka putus sekolah, terutama karena keterbatasan dana, dan karena alasan 

finansial.(Al et al., 2013). 

Banyak aspek yang mempengaruhi suspensi, aspek itu berasal dari dalam diri 

anak dapat berupa aspek psikis atau aspek fisik. Faktor psikologis 

anak, seperti rendahnya kemauan belajar dari siswa atau depresi karena tidak dapat 

mengikuti pembelajaran sedangkan untuk faktor fisik seperti rusak karena kecelakaan atau 

sakit berkepanjangan, dan lainnya.(Budi Lestari et al., 2020). Faktor yang berasal dari luar 

diri anak juga merupakan faktor yang tida kalah penting yaitu faktor keuangan keluarga, 

keadaan keluarga (perceraian orang tua) dan faktor lainnya. Menurut Menurut (Mcmillen, 

1997) Putus sekolah dini memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi faktor-faktor yang menyebabkan putus sekolah lebih awal 

seperti: Kemalasan anak, hobi bermain, minat belajar anak yang rendah, hubungan orang 

tua yang kurang baik, latar belakang pendidikan orang tua atau lingkungan yang kurang 

baik seperti  jarak antara rumah dan sekolah. 

Pada dasarnya memang, kemajuan dan dunia globalisasi telah berdampak 

kuat dalam masalah putus sekolah, narkoba dan kecanduan lainnya, homoseksualitas, 

kenakalan, dan banyak lagi. (Ali 1998). Fenomena perilaku negatif lainnya yang 

terdapat pada generasi muda akibat putus sekolah adalah timbulnya pengangguran yang 

dapat menggiring mereka pada tindakan kriminal dan pelanggaran moral agama. Bahkan 

menurut laporan dari United Nation Congres of The Prevention of Crime yang melakukan 

pertemuan di London pada tahun 1990-an melaporkan bahwa terdapat kenaikan signifikan 

jumlah putus sekolah (Kartini Kartono, 1992). kenyataan ini kemudian menampakkan jika 

segala macam tindak kejahatan bagi mereka yang putus sekolah semakin bertambah 

berbarengan dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi (Al et 

al., 2013). 

Melihat masih banyaknya angka anak yang putus sekolah di kota Palembang maka 

dinas pendidikan membuat program sekolah filial bagi anak jalanan dan anak putus 
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sekolah. Dimana dalam menjalankan program sekolah filial ini Dinas Pendidikan Kota 

Palembang berkolaborasi dengan Organisasi perangkat Daerah dan juga Lembaga 

Swadaya Masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah pada Pasal 

14 Ayat 1 dan 2. Disitu dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan sekolah filial bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah, Dinas Dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak 

dan dilaksanakan melalui mekanisme perjanjian Bersama berdasarkan ketentuan 

peraturan undang – undang. 

 

 
Table 3 Daftar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Filial bagi 

anak jalanan dan anak putus sekolah 

NO PIHAK TERKAIT PERAN 

1. Dinas Pendidikan Kota 

Palembang 

a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah yang 

dibina dan dibimbing oleh Dinas 

Pendidikan Kota Palembang. 

b. Memenuhi persyaratan aspek substansi 

materi muatan maupun aspek yuridis 

formal dari terselenggaranya kegiatan 

program pemenuhan hak Pendidikan dari 

anak jalanan dan anak putus sekolah. 

c. Memenuhi aspek saranan dan prasarana 

terselenggaranya program pemenuhan 

hak Pendidikan sekolah filial bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah. 

2. Dinas Sosial Kota Palembang a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah yang 

dibina dan dibimbing oleh Dinas 

Pendidikan dan Dinas Sosial 
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NO PIHAK TERKAIT PERAN 

  b. Memenuhi persyaratan aspek substansi 

materi muatan maupun aspek yuridis 

formal dari terselenggaranya kegiatan 

program pemenuhan hak Pendidikan dari 

anak jalanan dan anak putus sekolah. 

c. Membantu menjaring anak jalanan dan 

anak putus sekolah agar dapat direkrut 

menjadi peserta didik sekolah filial. 

d. Membantu menangani berbagai 

persoalan sosial yang berhubungan 

dengan anak jalanan dan anak putus 

sekolah di kota Palembang. 

3. Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Palembang 

a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah yang 

dibina dan dibimbing oleh Dinas 

Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Palembang. 

b. Memenuhi persyaratan aspek substansi 

materi muatan maupun aspek yuridis 

formal dari terselenggaranya kegiatan 

program pemenuhan hak Pendidikan dari 

anak jalanan dan anak putus sekolah. 

c. Memberi perlindungan terhadap anak 

jalanan dan anak putus sekolah melalui 

program dan regulasi dari dinas 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Palembang. 
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NO PIHAK TERKAIT PERAN 

  d. Mensinergikan program Pendidikan 

Layak anak bagi anak jalanan dan anak 

putus sekolah. 

4. Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palembang 

a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah yang 

dibina dan dibimbing oleh Dinas 

Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan 

Kota Palembang. 

b. Memenuhi persyaratan aspek substansi 

materi muatan maupun aspek yuridis 

formal dari terselenggaranya kegiatan 

program pemenuhan hak Pendidikan dari 

anak jalanan dan anak putus sekolah. 

c. Memberikan program pelatihan berbagai 

keterampilan dan keahlian siap kerja bai 

peserta didik sekolah filial. 

d. Membuka informasi akses dunia kerja, 

dunia usaha dan dunia industri dakam 

memberikan pemenuhan hak pelatihan 

bagi anak sekolah filial. 

5. PT. Sarana Pembangunan 

Palembang Jaya 

a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah yang 

dibina dan dibimbing oleh Dinas 

Pendidikan. 

b. Memenuhi persyaratan aspek sarana dan 

prasarana terselenggaranya kegiatan 

program pemenuhan hak Pendidikan 

sekolah filial bagi anak jalanan dan anak 

putus sekolah. 
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NO PIHAK TERKAIT PERAN 

6. Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia Provinsi 

Sumatera Selatan 

a. Memenuhi Hak Pendidikan bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah yang 

dibina dan dibimbing oleh Dinas 

Pendidikan dan Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia Provinsi Sumatera 

Selatan. 

b. Memenuhi persyaratan aspek substansi 

materi muatan maupun aspek yuridis 

formal dari terselenggaranya kegiatan 

program pemenuhan hak Pendidikan dari 

anak jalanan dan anak putus sekolah. 

c. Membantu menjaring anak jalanan dan 

anak putus sekolah untuk dapat direkrut 

menjadi peserta didik sekolah filial. 

d. Memberikan pendampingan konseling 

dan penguatan karakter bagi peserta 

didik sekoah filial. 

e. Memberikan laju mobile klinik bagi anak 

jalanan dan anak putus sekolah. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2023 

 

Table diatas merupakan daftar pihak yang berkontribusi dalam program sekolah 

filial sebagai penanganan masalah anak putus sekolah di kota Palembang berdasarkan 

MoU dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dari organisasi perangkat daerah serta 

Lembaga swadaya Masyarakat memiliki peran untuk memenuhi hak Pendidikan bagi anak 

anak yang putus sekolah di kota Palembang. Kemudian dinas Pendidikan sendiri selaku 

penyelenggara program sekolah filial itu menyediakan sarana dan prasarana untuk 

terselenggaranya program ini. Dinas sosial kota Palembang sebagai penjaring anak 

jalanan dan juga anak putus sekolah di kota Palembang agar direkrut sebagai siswa siswi 

sekolah filial, Dinas perlindungan anak memiliki peran unutk memberi perlindungan 

terhadap anak jalanan dan anak putus sekolah berdasarkan regulasi dari dinas 
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perlindungan anak, kemudian dari Dinas Ketenagakerjaan mempunyai peran unutk 

memberikan pelatihan keterampilan bagi peserta didik sekolah filial, lalu ada 

Perkumpulan keluarga berencana Indonesia Provinisi Sumatera Selatan yang memiliki 

peran unutk memberikan pendampingan konseling dan penguatan karakter bagi peserta 

didik sekolah filial. 

Dalam menjalankan program sekolah filial untuk menangani masalah anak putus 

sekolah di Kota Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang memerlukan mitra unutk 

diajak bekerja sama termasuk didalamnya pemerintahan kota Palembang sendiri dan juga 

Lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan uraian terkait permasalahan Anak putus 

sekolah di Kota Palembang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Collaborative governance Dinas Pendidikan kota Palembang dalam 

Menangani Anak Putus Sekolah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah didampaikan maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :”Bagaimana Collaborative Governance Dinas Pendidikan Kota 

Palembang Dalam Menangani Anak Putus Sekolah?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui, pelaksanaan Collaborative Governance dari Dinas 

Pendidikan Kota Palembang dalam Menangani Anak Putus Sekolah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

Ilmu Administrasi Publik khususnya Peran Pemerintah dalam mengatasi masalah disektor 

Pendidikan; dan bagi penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga wawasan kepada Dinas 

Pendidikan Kota Palembang dalam mengatasi masalah anak putus sekolah. 
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